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GUBERNURKALIMANTANSELATAN,
a. bahwa dalam rangka membantu untuk meringankan beban

Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan yang
terdampak banjir beberapa waktu yang lalu, Pemerintah
Provinsi Kalimantan Selatan perlu memberikan bantuan
kepada daerah dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruJ a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur
tentang Petunjuk Pelaksanaan 8antuan Keuangan Kepada
Pemerintah Kabupaten/Kota eli Provinsi Kalimantan Selatan
Yang Terdampak Banjir;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang
Darurat Nomor 10 Tabun 1957 antara lain mengenai
Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan
Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negera RI
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambaban
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ten tang
Perbendabaraan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambaban Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 438);

Mengingat

Menimbang

PETUNJUK PELAKSANAANBANTUANKEUANGANKEPADAPEMERINTAH
KABUPATEN/KOTADI PROVINSIKALIMANTANSELATAN

YANGTERDAMPAKBANJIR

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

TENTANG
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BABI
KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalarn Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
J. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pernerintahan oleh

Pernerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
ekonorni dan tugas pembantu negara prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
Sistern dan Prinsip Negara Keaatuan Republik Indonesia sebagaimana
dirnaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERlNTAH KABUPATEN/
KOTA DI PROVINSl KALIMANTANSELATAN YANG TERDAMPAK
BANJIR.

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

6. Und~g-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun.2014 NO.mor 244, Tam bah an Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tabun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor Nornor 12 Tahun 2019 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tabun 2019 Nomor 42, Tambaban
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 [Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);

9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tabun 2020 tentang Peraturan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan 2021 (Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan Tahun 2020 Nomor 5);

10. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0128
Tabun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerab Provinsi Kalimantan Selatan
Tabun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Selatan Tahun 2020 Nomor 128) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 04
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur
Kalimantan Selatan Nomor 0128 Tahun 2020 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021 (Berita
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 Nomor 04);
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BAB III
SUMBER DANA DAN PENGANGGARAN

Bagian Kesatu
Sumber Dana

Pasal3

Bantuan Keuangan kepada beberapa Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi
Kalimantan Selatan yang rnenerirna Bantuan Keuangan bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun Anggaran 2021.

( 1)

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal2
Peraturan Gubemur ini disusun dengan maksud sebagai petunjuk dalarn
melaksanakan bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota
di Provinsi Kalimantan Selatan yang menerima Bantuan Keuangan.

(2) Peraturan Gubernur ini disusun dengan tujuan agar tertib administrasi
dalam pelaksanaan bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota
eli Provinsi Kalimantan Selatan yang menerima Bantuan Keuangan.

11.

10.

Bantuan Keuangan adalah Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada
Pemerintah Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Tanah
Laut, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Balangan dan Kota
8anjarmasin.
Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan dan Inspektorat
Kabupaten/Kota adalah Inspekto rat Banjar, Kabupaten Barito Kuala,
Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten
8alangan dan Kota Banjarmasin.
SKPD terkait adalah Instansi Pemerintah Daerah Provinsi yang
menyelenggarakan dan bertanggungjawab atas penyelenggaraan Bantuan
Keuangan.

9.

8.

7.

6.

4.

5.

Pernerintah Daerah adalah Gubemur sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang mernimpin pelaksanaan urusan pernerintnhnn
yang menjadi kewenangan daerah otonom.
Gubemur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.

Kabupaten/ Kota eli Provinsi Kalimantan Selatan adalah Kabupaten Banjar,
Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Hulu Sungai
Tengah, Kabupaten Balangan dan Kota Banjarmasin.

Bupati/Walikota adalah Bupati Banjar, Bupati Barito Kuala, Bupati Tanah
Laut, Bupati Hulu Sungai Tengah, Bupati Balangan dan Walikota
Banjarmasin.

Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BAKEUDAadalah Badan
Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan
disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

3.
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BABIV

MEKANISME PENCAlRAN

Pasal6
Mekanisme pencairan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupateri/Kota
di Provinsi Kalimantan Selatan yang terdampak banjir, sesuai dengan ketentuan
yang berlalru, antara lain:
(1) Bupati/Walikota mengajukan surat permohonan pencairan bantuan

keuangan kepada Gubemur Kalimantan Selatan melalui BAKEUDAselaku
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dilengkapi
dengan:
a. Rincian penggunaan dana bantuan keuangan kepada Pemerintab

Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan yang menerima Bantuan
Keuangan, ditandatangani dan distempel;

b. Referensi Bank atas rekening kas daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di
Provinsi Kalimantan Selatan yang menerima Bantuan Keuangan, dan
dilegalisir pihak bank;

e. Kuitansi asli rangkap 2 (dua) bermaterai, dan 1 (satu) tidak bermaterai,
ditandatangani penerima dan distempel; dan

d. Fotokopi Keputusan Gubemur Kalimantan Selatan tentang Petunjuk
Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi
Kalimantan Selatan yang menerima Bantuan Keuangan.

Pasa15
(1) Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan yang menerima

Bantuan Keuangan menganggarkan bantuan keuangan khusus dari
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebagai pendapatan daerah.

(2) Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan terse but
diterima setelah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDTabun Anggaran
2021 ditetapkan, maka ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi
Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan yang menerima
Bantuan Keuangan.

Bagian Kedua
Penganggaran

Pasal4
(1) Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi

Kalimantan Selatan yang menerima Bantuan Keuangan dipergunakan untuk
pasea bencana banjir seperti:
a. perbaikan tempat ibadah; dan
b. perbaikan sekolah.

(2) Bantuan Keuangan dianggarkan pada Peraturan Gubemur Kalimantan
Selatan Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perubah an Peraturan
Gubemur Kalimantan Selatan Nomor 0128 Tahun 2020 tentang Penjabaran
APBDProvinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021.

(3) Pemberian Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Gubemur.
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BAB VlI
PELAPORAN

Pasal 11

Pernerintah Knbupaten/Kola di Provinsi Kalimantan Selman yang menerima
Bantuan Keuangan menyampaikun laporan pertnnggungjuwnbnn
penggunaan Bantuan Keuangun kepadn Gubernur Knlimnntnn Sel tan
melalui BAKEUDA Provinsi Kalimantan Selatnn puling Iumbat tanggal 10
Januari 2022.

( 1)

BAB VI
PENGAWASAN

Pasal9
(1) Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan rnelakukan pengawasun terhadap

Bantuan Keuangan kepada Pernerintah Kabupaterr/ Kola di Provinsi
Kalimantan Selatan yang menerirna Bantuan Keuangan.

(2) Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan dalarn melakukan pengawasun
sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh lnspektorat
Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan yang menerirna Bantuun
Keuangan.

Pasal B
(1) Pelaksanaan pekerjann harus sclcsai padu akhir tuhun nnggarnn berkcnnnn.
(2) Dalam hal pekerjaan telnh sclesai 100(% (serutus per serutus) dun terdupnt

sisa anggaran akibat dari efisiensi menjadi sisu lcbih perhitungnn nnggurnn
APBD Pemcrintah Kabupatcn/Kota di Provinsi Kulirnantnn Selntan ynng
menerirna Bantuan Kcuangan pada Tahun Anggaran berkenann.

(3) Sisa lebih perhitungan anggaran sebngaimana dimaksud pod" uyut (2),
dapat dipergunakan untuk rnembiayai kegiatan yang menunjang dan
berkaitan dengan penanggulangan bcncana alum di Perncrintah
Kabupaterr/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan yang rncnerirna Bantuun
Keuangan.

PlUmI 7

(1) Pclnksnnnnn Bclnnja sesuni dcngnn pcdnmnn pclnksnnunn APnD, Alllllltdrt
Stnndnr Bclnnj .. , dnn Stundnr Sutunn IlnrRu ynrlJ{ b rlnku cJi dueruh
pcnerimn,

(2) Pclaksanaun pcngudnan barun dun JURa S suni dcngnn Kct'cntunn Pernturun
Pcrundang-undungnn.

(3) Pemungutnn dan Pcnyctoran Pnjuk scrtn pcngcnann Beu M..terni dilnkukun
sesuui dcngan Kctcntuan Pcruturan Perundnng-undnngun.

HAl V

Pln.AI(SANAAN

(2) ~~k\1mcn ~cbi\Hnin\(m" (,lilll,nl<mld ptHl'l 'WHl (1). ditcmlnmknn kopndn I( puln
~K~D yut\K ~111cmbidnllt:tl l;tIlJ,tlnap Prmm lutuh l{uhuplllcn/J{oln ell Provlnnl
Kulimuntun clutun ynnlt meuerimn nuntun" l{c\uUlKnn.
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BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2020 NOMOR G

NSI

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggaI .2" Januari 2021

Ditetapkan diBanjarmasin
pada tanggal ~ Januarl 2

GUBERNUR

BABV111
KETENTUAN PENUTUP

Pasa115
Peraturan Gubemur inimulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubemur ini dengan penempatannya daIam Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Selatan.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tembusan
disampaikan pada Inspektur Provinsi Kalimantan Selatan.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
a. rincian kegiatanj'pekerjaan dan biaya yang dibutuhkan;

b. jumlah anggaran;
c. keluaran dan hasil yang dicapai serta manfaatnya; dan

d. lampiran fhoto hasil pelaksanaan kegiatan.
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